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GLOSARI

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang
memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang
Kejaksaan

Kejakasaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di
bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia.

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi
Kejaksaan adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

Konstruksi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai susunan
(model, tata letak)

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke
pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa
dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

Rekonstruksi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai
pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula
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